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Ringkasan Eksekutif

berbagai generasi. Dua pertiga anak di Indonesia 
terpapar asap rokok orang lain di rumah dan bukti 
mengindikasikan bahwa paparan ini berkontribusi pada 
stunting dan menghambat perkembangan pada masa 
anak-anak. Penggunaan tembakau juga berimplikasi 
pada kesetaraan, di mana orang miskin menanggung 
dampak kesehatan dan ekonomi yang lebih besar dari 
penggunaan tembakau. 
Cara paling efektif dan berdampak mengurangi 
dampak kesehatan dan ekonomi penggunaan 
tembakau adalah menerapkan kebijakan cukai hasil 
tembakau yang berbasis bukti. Cukai hasil tembakau 
lebih tinggi yang membuat produk-produk tembakau 
lebih tidak terjangkau akan mengurangi prevalensi 
merokok pada semua segmen populasi. Karena 
kelompok usia muda dan kelompok pendapatan rendah 
lebih sensitif terhadap harga, cukai yang lebih tinggi 
akan lebih mengurangi konsumsi kelompok-kelompok 
ini dibandingkan konsumsi kelompok pendapatan 
tinggi. Karena itu, kenaikan cukai hasil tembakau 
merupakan sebuah kebijakan cukai progresif yang juga 
mendukung pembangunan sumber daya manusia 
masa depan.
Indonesia memiliki sistem cukai hasil tembakau yang 
rumit dan berlapis. Pengalaman internasional 
menunjukkan bahwa sistem cukai seperti ini sulit 
dijalankan secara administratif, memungkinkan 
penghindaran dan penggelapan cukai, serta 
melemahkan manfaat kesehatan masyarakat dari cukai 
hasil tembakau yang lebih tinggi. Namun, Indonesia 
memiliki kapasitas yang diperlukan untuk menjalankan 
reformasi yang diperlukan untuk menyederhanakan 
sistem cukai dan menegakkannya dengan efektif untuk 
mengurangi prevalensi merokok dan beban biaya 
kesehatan di satu sisi, dan di sisi lain meningkatkan 
efisiensi pengumpulan cukai dan pemasukan 
pemerintah.
Reformasi cukai hasil tembakau untuk meningkatkan 
pemasukan pemerintah akan membawa dampak 
kesehatan masyarakat yang berkelanjutan tidak hanya 
dengan cara mengatasi dampak langsung penggunaan 
tembakau pada kesehatan tetapi juga dengan 
menghadirkan kesempatan untuk mengkaji alokasi 
kesehatan dari anggaran nasional.
Argumen bahwa industri tembakau atau kontribusinya 
terhadap tenaga kerja mengimbangi pengaruh 
negatifnya pada ekonomi adalah argumen yang 
menyesatkan. Kontribusi industri tembakau pada

Dalam periode 2020–2024, pemerintah Indonesia 
berfokus meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia 
dengan memanfaatkan bonus demografi demi 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan, melihat 
konsep sebab-akibat ganda penting ini, pembangunan 
sumber daya manusia telah ditetapkan menjadi prioritas 
teratas bagi pemerintah – khususnya peningkatan 
kesehatan para warga negara agar memberikan dampak 
produktivitas dan pertumbuhan.
Profil kesehatan Indonesia mengindikasikan tinggi serta 
meningkatnya beban penyakit tidak menular (PTM) di 
mana penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan 
kronis, dan diabetes berada tinggi di daftar 10 penyebab 
utama penyakit jangka panjang dan kematian dini. Tiga 
faktor risiko mengakibatkan sebagian besar beban 
penyakit ini: pola makan, tekanan darah tinggi, dan 
penggunaan tembakau. 
Konsumsi tembakau adalah sebuah tantangan 
kesehatan masyarakat yang penting bagi negara ini. 
Prevalensi merokok di Indonesia adalah salah satu yang 
tertinggi di dunia, di mana 62,9% laki-laki dewasa 
merokok. Penggunaan tembakau membunuh sekitar 
225 700 orang Indonesia setiap tahun, dan, berbeda 
dengan tren global, penggunaan tembakau tetap tinggi 
dan bahkan meningkat di kalangan pemuda dan 
menghabiskan 6 juta tahun hidup tuna upaya (disability-
adjusted years of life) setiap tahun dari negara ini. 
Sebagai salah satu faktor risiko utama untuk PTM, 
penggunaan tembakau memberikan dua jenis dampak 
pada sumber daya yang tersedia bagi pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia. Yang pertama, meningkatnya 
biaya pemberian perawatan kuratif terkait PTM menjadi 
penyebab mendasar melebarnya defisit Jaminan 
Kesehatan Nasional, yang menjadi pelopor upaya 
cakupan kesehatan semesta di Indonesia – kenaikan 
anggaran kesehatan terkuras untuk menutup defisit ini 
sehingga mengganggu keberlanjutan pembiayaan 
keseluruhan sistem kesehatan. Kedua, kesakitan dan 
kematian dini akibat penggunaan tembakau berdampak 
langsung pada produktivitas sumber daya manusia, 
termasuk daya saing dan inovasi – akibat hasil kerja yang 
lebih rendah dan ketidakhadiran kerja akibat sakit. Perlu 
dicatat bahwa hal ini berlaku atas seluruh angkatan kerja 
karena penggunaan tembakau juga mencakup berbagai 
kelompok usia (meskipun lebih rendah di 
antara perempuan).
Penting diperhatikan bahwa dampak kesehatan dan 
dampak sumber daya manusia dapat mencakup

untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
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ekonomi Indonesia relatif kecil. Industri tembakau 
menghasilkan 0,6% dari total lapangan kerja dan 
petani tembakau hanya menjadi 1,6% tenaga kerja di 
sektor pertanian. Selain itu, sebagian besar rumah 
tangga yang terlibat dalam pertanian tembakau dan 
pelintingan kretek menerima bantuan sosial, yang 
menandakan bahwa industri tembakau menerima 
subsidi sosial sehingga semakin mengurangi kontribusi 
ekonomi netonya. Tanaman-tanaman komersial lainnya 
dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi petani 
dan ekonomi. Bahkan, penurunan penggunaan 
tembakau akan terjadi secara perlahan, sehingga sisi 
penawaran (supply) dan permintaan (demand) akan 
memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan 
dengan perubahan-perubahan dinamika pasar ini. 
Penelitian yang dilakukan di Indonesia menunjukkan 
bahwa penurunan permintaan produk tembakau 
akan meningkatkan pembelanjaan untuk produk/
jasa lain, sehingga mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor-
sektor ekonomi kompetitif lain.
Dalam masa pemerintahannya yang kedua tahun 
2020-2024, Presiden Joko Widodo telah 
menyampaikan visi pemerintahannya untuk 
memanfaatkan penuh sumber daya manusia generasi 
muda Indonesia sebagai tenaga kerja masa depan

yang kompeten dan sehat. Visi ini tertuang dalam 
komitmen Indonesia untuk memenuhi Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan, yang antara lain 
bertekad untuk menurunkan angka kematian prematur 
karena PTM sebesar sepertiga hingga tahun 2030.  
Penurunan prevalensi penggunaan tembakau oleh 
orang dewasa dan anak muda adalah salah satu 
indikator utama pencapaian tujuan penurunan 
kematian prematur karena PTM. Menghentikan epidemi 
tembakau menjadi salah satu indikator kesehatan 
utama yang ditetapkan di dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 
2020-2024  Indonesia [1].
Dokumen ini mengumpulkan bukti derajat 
permasalahan penggunaan tembakau di Indonesia 
serta dampak-dampak negatif penggunaan tembakau 
untuk kesehatan masyarakat, sumber daya manusia, 
dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
Dokumen ini juga merangkum bukti-bukti yang 
sebenarnya tentang kontribusi industri tembakau bagi 
perekonomian dan menunjukkan bagaimana cukai 
dapat memitigasi kerugian-kerugian itu sembari 
meningkatkan kesehatan masyarakat, indikator-
indikator pembangunan manusia, dan kesehatan fiskal 
ekonomi.

• Demi meningkatkan pembangunan sumber daya
manusia dan mencapai tujuan-tujuan cakupan
kesehatan semesta, Indonesia harus mengatasi
prevalensi penggunaan tembakau yang tinggi.

• Profil kesehatan Indonesia mengindikasikan adanya
beban penyakit yang tinggi dan terus meningkat dari
PTM; penggunaan tembakau adalah salah satu faktor
risiko utama PTM.

• Berbeda dengan tren global penurunan penggunaan
tembakau, prevalensi merokok di Indonesia tetap
tinggi, terutama di kalangan anak dan remaja.

• Cukai produk tembakau di Indonesia rendah; alhasil
rokok semakin terjangkau dari waktu ke waktu. Hal ini
membantu meningkatkan prevalensi merokok
terutama di kalangan anak dan remaja.

• Penggunaan tembakau memperburuk kesenjangan
pendapatan dan tingkat kemiskinan serta
memperlambat kemajuan menuju cakupan kesehatan
semesta karena mendongkrak biaya perawatan
kesehatan.

• Beban kesehatan dan ekonomi penggunaan
tembakau lebih berat dibandingkan manfaat ekonomi
yang dirasakan dari industri tembakau.

• Petani tembakau hidup dalam kemiskinan dan hanya
merupakan sebagian kecil angkatan kerja. Banyak
petani tembakau dapat didukung dan didorong untuk

• Jumlah orang yang bekerja dalam produksi tembakau 
sangat kecil dalam konteks ekonomi Indonesia. 
Pelinting kretek dibayar rendah dan rentan 
dieksploitasi oleh industri tembakau.

• Langkah-langkah fiskal dan nonfiskal penting untuk 
mengurangi prevalensi merokok. Cukai produk 
tembakau yang lebih tinggi merupakan cara yang 
paling efektif dan berdampak untuk mengurangi 
penggunaan tembakau; jika digabungkan dengan 
kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau lainnya, 
dampaknya pada penggunaan tembakau akan 
semakin kuat lagi.

• Struktur cukai hasil tembakau yang rumit 
mengganggu pemasukan negara dan tujuan 
kesehatan masyarakat serta gagal melindungi pasar 
sigaret kretek tangan yang padat karya, yang terus 
mengecil akibat perubahan pilihan pasar.

• Kenaikan cukai hasil tembakau yang substansial di 
Indonesia akan memberikan perbaikan kesehatan 
masyarakat dan manfaat kebijakan fiskal.

• Pemasukan dari cukai hasil tembakau yang lebih 
tinggi dapat mendukung program-program 
pengembangan keterampilan alternatif bagi para 
petani dan pekerja industri, dan juga  cukup 
menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.   

Pesan utama dari kajian ini
mempertimbangkan tanaman alternatif yang lebih. 
menguntungkan

Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau
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• Indonesia perlu mempertimbangkan pengendalian 
tembakau sebagai prioritas kesehatan masyarakat 
multisektor untuk menyelamatkan generasi-generasi 
masa depan Indonesia dari PTM  dan untuk 
mencapai pembangunan sumber daya manusia yang 
efektif.

• Pengendalian tembakau yang efektif memerlukan 
pendekatan pemerintah yang komprehensif. 
Meskipun dibutuhkan berbagai tindakan dari 
berbagai sektor, kenaikan cukai hasil tembakau 
adalah salah satu langkah paling efektif dan terbukti 
untuk mencegah penggunaan tembakau.

• Dengan rendahnya harga produk-produk tembakau 
di Indonesia, kenaikan substansial cukai hasil 
tembakau secara berkala, sebesar minimal 25%
setiap tahunnya, akan secara signifikan 
meningkatkan pemasukan cukai dan membuat 
produk-produk tembakau semakin tidak terjangkau 
sehingga mengurangi penggunaan tembakau, 
terutama di antara generasi muda.

• Menyederhanakan struktur cukai dengan cara 
menerapkan cukai yang sama pada semua produk 
tembakau akan meningkatkan efisiensi administratif 
pengumpulan cukai serta efektivitas cukai hasil 
tembakau sebagai langkah kesehatan masyarakat. 
Langkah Pemerintah Indonesia mengadopsi peta 
jalan simplifikasi cukai selama 5 tahun mendatang, 
pada tahun 2017, merupakan langkah yang tepat. 
Peta jalan ini harus kembali diberlakukan untuk 
mencapai tujuan jangka panjang mengurangi layer 
cukai menjadi dua: satu layer untuk sigaret kretek 
mesin dan satu layer lagi untuk sigaret kretek tangan.

• Reformasi cukai lainnya perlu dilakukan, termasuk 
penghapusan batas maksimal cukai 57% agar 

• Ekstensifikasi cukai perlu dilakukan sehingga
mencakup produk-produk lain yang dapat dikenakan
cukai untuk mengurangi ketergantungan pada
pemasukan cukai hasil tembakau.

• Untuk mendapatkan  dukungan politik atas langkah-
langkah ini, disarankan agar mekanisme yang sudah
ada digunakan untuk mendistribusikan ulang cukai
hasil tembakau (2% dana bagi hasil cukai hasil
tembakau  dan 10% pajak rokok daerah) di mana
pemasukan tersebut digunakan untuk membantu
para petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja
industri beralih ke tanaman/profesi lain.

• Peningkatan pemasukan yang substansial dapat
dicapai dengan langkah-langkah reformasi cukai di
atas yang dapat memfasilitasi investasi yang tepat
guna meningkatkan cakupan kesehatan semesta
serta kehidupan para petani dan pekerja.

• Kebijakan-kebijakan fiskal tentang tembakau di atas
harus dilengkapi dengan langkah-langkah non-fiskal
seperti menerapkan penerapan kebijakan kawasan
tanpa rokok  bebas rokok 100%, larangan iklan,
promosi, dan sponsor rokoktembakau, dan gambar
peringatan kesehatan bergambar  yang berukuran
lebih besar untuk mengurangi penerimaan
masyarakat atas tindakan merokok agar penggunaan
tembakau dapat dikurangi lebih signifikan.

• Perlu dilakukan pemantauan terhadap dampak
reformasi-reformasi ini pada penurunan prevalensi
merokok, peningkatan kesehatan manusia dan
pembangunan manusia.

Anjuran utama untuk mengurangi 
epidemi tembakau di Indonesia 
melalui langkah-langkah fiskal

untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
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I. Prevalensi penggunaan tembakau yang
tinggi menjadi tantangan bagi Indonesia

ke atas menggunakan tembakau [3]. Angka 
penggunaan tembakau tetap tinggi, terutama untuk 
laki-laki, menurut semua survei yang dilakukan selama 
dekade terakhir, di mana hampir dua dari tiga laki-laki 
dewasa merokok (Gbr. 1). Angka ini menempatkan 
Indonesia di antara negara-negara dengan tingkat 
penggunaan tembakau tertinggi di dunia. 

Tren konsumsi tembakau anak dan
remaja di Indonesia terus meningkat
Survei berbagai kelompok umur di Indonesia dari tahun 
ke tahun menunjukkan tren peningkatan penggunaan 
tembakau di kelompok anak dan remaja. Riset 
Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan prevalensi 
merokok di kelompok usia 10–19 tahun melonjak dari 
7,2% pada tahun 2013 hingga 9,1% pada tahun 2018, 
hampir 20% lebih tinggi dibandingkan prevalensi lima 
tahun sebelumnya. (Gbr. 2) [3]. 2014 Global Youth 
Tobacco Survey untuk kelompok usia 13–15 tahun juga 
menunjukkan bahwa 20,3% pelajar; 36,2% anak laki-
laki; dan 4,3% anak perempuan menggunakan

tembakau [4]. Data 10 tahun terakhir untuk dewasa 
muda berusia 20–24 tahun menunjukkan prevalensi 
merokok hampir meningkat dua kali lipat, dari 17,3% 
pada tahun 2007 menjadi 33,2% pada tahun 2018 
[2,5]. Satu dari lima anak merokok, dan hal ini menjadi 
kekhawatiran karena anak-anak ini cenderung menjadi 
perokok seumur hidup sehingga menambah jumlah 
perokok dewasa di masa depan. Untuk mendapat 
keuntungan dari kelompok demografi usia muda serta 
generasi masa depan Indonesia ini, prevalensi 
penggunaan tembakau yang tinggi di kalangan anak  
ini harus diputarbalikkan dan inisiasi penggunaan 
berikutnya harus dicegah. 

Prevalensi (%) penggunaan tembakau orang dewasa (usia 15 ke atas), tahun 2007–2018

Konsumsi tembakau orang dewasa 
di Indonesia tetap tinggi
Indonesia memiliki 60,8 juta perokok laki-laki dewasa 
dan 3,7 juta perokok perempuan dewasa [2]. Riset 
Kesehatan Dasarl tahun 2018 menunjukkan bahwa 
62,9% laki-laki dan 4,8% perempuan berusia 15 tahun

GAMBAR 1

Sumber: Survei kesehatan nasional Indonesia; RISKESDAS (2007, 2010, 2013, 2018), SIRKESNAS (2016)
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II. Konsumsi tembakau berdampak
signifikan pada kesehatan
orang Indonesia

Prevalensi (%) penggunaan tembakau anak (10–18 tahun), 2013-2018

GAMBAR 2

Penggunaan tembakau yang tinggi 
menyebabkan penyakit dan 
kematian prematur
Penggunaan tembakau berdampak signifikan pada 
kesehatan orang-orang Indonesia, menyebabkan 
munculnya penyakit-penyakit kronis pada usia 
produktif, yang kemudian menyebabkan angka 
morbiditas dan kematian prematur yang tinggi. 
Penyebab utama kematian terkait tembakau adalah 
penyakit jantung, strok, kanker, dan penyakit saluran 
pernapasan, khususnya penyakit paru obstruktif kronis. 
Penggunaan tembakau di Indonesia diperkirakan 
menjadi penyebab kematian terbesar perokok, yaitu 
sekitar 225 700 kematian prematur1 tiap tahun (hampir 
15% semua kematian) [6]. Sebagian besar orang-
orang dewasa ini masih dalam usia produktif

1 Kematian prematur adalah kematian yang terjadi sebelum usia kematian rata-rata kelompok penduduk tertentu.

dan merupakan satu-satunya pencari nafkah bagi 
keluarga dan anak-anaknya. Kematian prematur juga 
terjadi pada perempuan Indonesia karena penggunaan 
tembakau dan paparan pada asap rokok orang lain, 
meskipun prevalensi merokoknya relatif rendah. 
Penggunaan tembakau dikaitkan pada 7% keseluruhan 
kematian perempuan [7]. Banyak dari mereka adalah 
ibu dan istri yang mengasuh keluarganya. Kematian 
mereka memberikan beban sosial, psikologis, dan 
seringkali juga keuangan yang berat pada keluarga 
yang terdampak.
Di kelompok usia muda, penyakit-penyakit ini lebih 
mungkin diakibatkan oleh penggunaan tembakau. 
Semakin muda perokok, semakin tinggi kemungkinan 
terjadinya kematian akibat penyakit kardiovaskular 
(PKV) (Gbr. 3) [6].

Sumber: RISKESDAS 2013 dan 2018.
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kematian dan kematian prematur di Indonesia, yang 
diperkirakan menyebabkan 558.736 kematian tiap 
tahunnya (36,3% dari seluruh kematian). Sebagian 
besar kematian terkait kanker dan penyakit 
kardiovaskular di Indonesia dapat dikaitkan 
pada penggunaan tembakau di Indonesia 
(Gbr. 4). Peningkatan beban PTM karena 
penggunaan tembakau ini adalah salah satu beban 
besar yang ditanggung oleh sistem kesehatan 
nasional, sehingga mengancam kemajuan Indonesia 
mencapai cakupan kesehatan semesta. 

Penyakit kardiovaskular terkait penggunaan tembakau penyebab kematian prematur
pada usia muda

Kontribusi penggunaan tembakau untuk kematian akibat penyakit kronis di Indonesia 

GAMBAR 3

Beban penyakit terkait tembakau 
sangat tinggi dan berdampak buruk 
pada tujuan-tujuan nasional untuk 
mencapai cakupan kesehatan 
semesta
Perkiraan Beban Penyakit Global (GBD) dari Indonesia 
mengindikasikan bahwa penggunaan tembakau tetap 
menjadi salah satu faktor risiko terpenting yang 
menyebabkan kematian prematur dan disabilitas [8]. 
Penyakit kardiovaskular adalah penyebab tertinggi

GAMBAR 4

Sumber: World Health Organization Regional Office for South-East Asia [6]

Sumber: Mboi et al. [8]; Kristina et al. [9]
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Penggunaan tembakau semakin 
membebani Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) Indonesia
Perokok lebih rentan jatuh sakit, sehingga menjadi 
sumber peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan. 
Di Indonesia, kelebihan permintaan ini menjadi sumber 
6% dari total pengeluaran pelayanan kesehatan (Rp15 
triliun) [10].
Pemerintah menanggung beban premi asuransi untuk 
kalangan miskin dan hampir miskin di bawah program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penggunaan 
tembakau yang tinggi di kalangan penduduk miskin 
meningkatkan kerentanan terhadap penyakit kronis, 
sehingga membahayakan JKN, yang seringkali 
menghabiskan anggaran tambahan negara. Merokok 
meningkatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan 
dengan cara menyita sumber daya yang seharusnya 
dapat diinvestasikan untuk mendukung kesehatan 
yang lebih baik jika perokok menyalurkan uang untuk 
membeli rokok untuk perbaikan gizi dan layanan 
kesehatan preventif.

Beban biaya penggunaan tembakau di Indonesia terus 
meningkat pesat. Penggunaan tembakau dikaitkan 
dengan penyakit-penyakit kronis di Indonesia, 
termasuk kanker, penyakit paru-paru, dan penyakit 
kardiovaskular, sehingga meningkatkan beban sektor 
kesehatan dan klaim Jaminan Kesehatan Nasional [11]. 
Pengeluaran layanan kesehatan dalam JKN untuk 
kondisi kesehatan terkait tembakau seperti kanker, 
penyakit jantung, serebrovaskular, dan ginjal hampir 
berlipat ganda hanya dalam jangka waktu empat 
tahun: dari Rp9,9 triliun pada tahun 2014 menjadi 
Rp18,9 triliun pada tahun 2018 [12]. Pengeluaran-
pengeluaran ini merupakan seperlima total 
pengeluaran medis program JKN dan makin 
memperburuk defisit JKN, sehingga pemerintah 
Indonesia terpaksa memberikan dana tambahan 
sebesar Rp25,7 triliun untuk JKN selama empat tahun 
terakhir [12]. Hal ini berarti beban atas kebutuhan JKN 
dan anggarannya untuk melayani penyakit-penyakit 
terkait tembakau akan terus meningkat jika tidak 
diambil tindakan untuk mengurangi tren konsumsi 
tembakau..

III. Penggunaan tembakau
membahayakan pembangunan
manusia di Indonesia

yang ditempati oleh para perokok, memerlukan 
pemeliharaan lebih dan lebih berisiko terjadi kebakaran 
[14]. Beban-beban ini, ditambah beratnya penderitaan 
yang dialami oleh keluarga yang terdampak, 
memberikan beban tambahan pada masing-masing 
individu dan masyarakat. Dampak langsung dan tidak 
langsung hilangnya produktivitas berdampak tidak 
hanya pada ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, 
melainkan juga pada keluarga dan anak-anak dalam 
jangka panjang, yang berakibat pada hilangnya sebuah 
angkatan kerja yang produktif dan sehat yang bersifat 
lintas generasi.

Kematian dan penyakit terkait 
tembakau meningkatkan secara 
signifikan hilangnya produktivitas 
manusia di antara pekerja pada 
kelompok usia produktif
Menurut perkiraan Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia pada tahun 2017, Indonesia kehilangan 
hampir Rp374 triliun produktivitas manusia setiap 
tahun terkait penggunaan tembakau [13]. Beban-
beban lain lebih sulit dihitung.  Misalnya, bangunan

untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
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IV. Harga produk tembakau yang murah
di Indonesia adalah penyebab utama
tingginya konsumsi tembakau

Rokok di Indonesia murah dan 
terjangkau
Indonesia adalah salah satu negara di Asia Pasifik 
dengan harga rokok terendah (Gbr. 5) [19]. Data World 
Bank dari Indonesia dan negara-negara lain 
mengindikasikan bahwa semakin murah harga rokok

menyebabkan semakin tinggi konsumsinya [18].  
Rokok yang murah terjangkau semua segmen 
masyarakat dan mendorong inisiasi merokok serta 
menghalangi upaya berhenti merokok [5]. Selain itu, 
banyak orang miskin dan anak-anak membeli rokok 
secara eceran per batang dari penjual jalanan sehingga 
rokok menjadi semakin mudah didapatkan.

Penggunaan tembakau oleh orang 
tua merugikan anak, menjadi faktor 
stunting dan menghambat 
pertumbuhan anak
Anak sering menerima dampak terbesar dari 
penggunaan tembakau oleh orang tua dan anggota 
keluarga lain. Dua pertiga anak-anak di Indonesia 
terbukti terpapar asap rokok orang lain di rumah 
[7]. Menurut penelitian-penelitian yang dikaji oleh 
World Bank pada tahun 2018, merokok di rumah 
dikaitkan dengan hambatan pertumbuhan anak dan 
berat badan anak yang lebih rendah, sehingga 
memperburuk epidemi stunting di Indonesia. Dari 
ulasan ini juga diketahui bahwa tembakau adalah 
pengeluaran rumah tangga terbesar kedua setelah 
beras, dengan perincian 22% pengeluaran mingguan 
rumah tangga dengan ayah perokok adalah untuk 
tembakau. Alhasil, dana yang tersedia untuk 
makanan selain beras semakin sedikit. Banyak kasus 
malnutrisi anak kronis yang dikaitkan dengan 
pengeluaran tembakau yang menggeser 
pembelanjaan rumah tangga dari makanan bergizi 
untuk anak-anak [15].

Tinggi badan anak-anak yang mengalami stunting bisa 
jadi tidak pernah bertumbuh penuh, dan otak mereka 
bisa jadi tidak mencapai potensi kognitif penuh. 
Penggunaan tembakau oleh orang tua juga berdampak 
buruk pada potensi pertumbuhan manusia masa depan 
anak-anak, terutama bagi anak-anak perempuan, yang 
akan terkena dampak yang jauh lebih besar. Penelitian 
pada tahun 2017 menunjukkan bahwa prestasi 
pendidikan anak-anak Indonesia menurun karena 
orang tua menderita penyakit yang diakibatkan 
penggunaan tembakau. Data juga menunjukkan bahwa 
orang tua yang sakit berdampak jauh lebih besar pada 
anak-anak perempuan, yang prestasi pendidikannya 
akan tertinggal dibandingkan anak-anak laki-laki 
sebanyak empat bulan [16]. Studi lain menunjukkan 
bahwa status kesehatan dan prestasi pendidikan anak-
anak yang hidup di rumah di mana ada penghuni 
perokok aktif cenderung lebih rendah dibandingkan 
anak-anak di rumah tanpa penghuni perokok [17].
Penelitian dari World Bank juga menunjukkan bahwa 
menurunkan angka penggunaan tembakau yang tinggi 
di kalangan generasi muda serta menghentikan inisiasi 
merokok sangat mendesak untuk dilakukan, agar 
manfaat demografis generasi muda dan masa depan 
Indonesia dapat dirasakan [18].

Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau
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Perbandingan harga ritel merek-merek rokok paling populer dalam USD di negara-negara 
berpendapatan rendah dan menengah di kawasan Asia Pasifik, 2018

GAMBAR 5

tren harga tembakau di Indonesia mengindikasikan 
bahwa produk-produk tembakau 50% lebih terjangkau 
pada tahun 2016 dibandingkan 2002. Menurut 
sejumlah analisis, porsi produk domestik bruto (PDB) 
yang diperlukan untuk membeli 100 bungkus rokok 
juga diperkirakan menurun dari 6% pada tahun 2002 
menjadi 4% pada tahun 2016, yang berarti rokok 
semakin terjangkau bagi kebanyakan orang (Gbr. 6) 
[18].

Perubahan keterjangkauan rokok di Indonesia dari tahun 2002 sampai 2016

Sumber: WHO report on the global tobacco epidemic, 2019.

Rendahnya tarif cukai hasil 
tembakau di Indonesia membuat 
rokok tetap terjangkau
Cukai hasil tembakau di Indonesia rendah. Meskipun 
cukai dan harga meningkat secara berkala (sebesar 
sekitar 10% per tahun), produk-produk tembakau 
menjadi semakin terjangkau karena kenaikan harga 
masih berada di bawah tingkat inflasi dan kenaikan 
tingkat pendapatan masyarakat [20]. Sebuah analisis

GAMBAR 6

Catatan: RIP: harga pendapatan relatif (persentase PDB per kapita untuk membeli 100 bungkus rokok). – angka lebih rendah 
menunjukkan semakin terjangkau
Sumber: Zheng et al [18]
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Pangsa pasar berdasarkan jenis rokok, Indonesia  (2010–2017)

Struktur cukai yang kompleks 
membuat harga tetap terjangkau 
dan menggagalkan tujuan 
kesehatan masyarakat untuk 
mengurangi konsumsi tembakau
Indonesia memiliki struktur cukai berlapis yang 
dirancang untuk mendukung produsen-produsen kecil. 
Struktur cukai yang rumit menguntungkan 
pengembangan produk-produk tembakau di pasaran, 
memberikan celah untuk penghindaran dan 
pengelakan cukai, dan menghambat manfaat-manfaat 
kesehatan masyarakat dari cukai hasil tembakau yang 
lebih tinggi karena struktur tersebut menciptakan opsi 
untuk beralih ke produk-produk yang lebih murah. 
Struktur berlapis ini juga dimanfaatkan oleh 
perusahaan-perusahaan besar untuk mengurangi 
kewajiban cukainya dengan menggunakan layer-

GAMBAR 7

Sumber: World Bank [23]

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sigaret Kretek Mesin (SKM) 62.31 63.75 65.29 68.58 72.62 73.35 73.82 74.79

Sigaret Kretek Tangan (SKT) 31.41 30.37 28.63 25.43 21.67 20.88 20.72 20.23

Sigaret Putih Mesin (SPM) 6.28 5.87 6.08 5.99 5.71 5.77 5.47 4.98

layer cukai rendah, sehingga rokok makin 
terjangkau [21,22]. 

Struktur cukai saat ini tidak 
mencapai tujuannya
Struktur cukai berlapis di Indonesia dirancang untuk 
mendukung produsen-produsen kecil dan pada waktu 
yang sama juga untuk mengatur produksi rokok. Namun 
demikian, data pasar menunjukkan bahwa struktur ini 
tidak mampu mencapai tujuannya melindungi 
produsen-produsen kecil. Pangsa pasar sigaret kretek 
terus menurun karena perubahan permintaan pasar 
meskipun tarif cukai juga lebih rendah (Gbr. 7) [23]. 
Struktur berlapis mencegah Pemerintah mendapatkan 
sejumlah besar pemasukan yang sangat dibutuhkan, 
yang dapat digunakan untuk membantu pelaku-pelaku 
industri tembakau yang menurun ini untuk berpindah ke 
sektor alternatif.

Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau
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Kontribusi yang tampak positif dari industri rokok untuk 
perekonomian Indonesia perlu diperiksa dengan teliti, 
terutama dengan pertimbangan beban dari dampak 
atas kesehatan dan produktivitas sumber daya 
manusia. Sebuah laporan Kementerian Kesehatan 
Indonesia tahun 2017 memperkirakan bahwa total 
beban langsung dan tidak langsung dari merokok 
mencapai hampir Rp440 triliun (USD34 milyar) pada 
tahun 2015 [13]. Jumlah ini tiga kali lipat besarnya dari 
pendapatan yang dihasilkan cukai hasil tembakau di 
tahun yang sama, atau setara 3,8% dari PDB.2  Jika 
ditambah dampak paparan asap rokok orang lain dan 
biaya kesempatan yang hilang dari pengeluaran 
untuk tembakau (pengeluaran yang dapat digunakan 
untuk membeli komoditas lain seperti makanan), maka 
beban ekonomi keseluruhan dari bisnis tembakau 
jauh lebih tinggi dibandingkan kontribusi cukai hasil 
tembakau yang tampak.

Orang miskin lebih merasakan 
dampak tembakau akibat konsumsi 
yang lebih tinggi
Tembakau kerap menjadi komoditas yang terjangkau 
di Indonesia, yang dapat dijangkau oleh semua 
orang, terutama bagi segmen penduduk ekonomi 
ke bawah. Sebuah survei di Indonesia pada tahun 
2016 mendapati bahwa kelompok miskin di 
pedesaan tiga kali lipat lebih mungkin merokok 
dibandingkan kelompok kaya, dan di daerah 
perkotaan, perbandingannya adalah 1,7 kali [24]. 
Sebuah penelitian internasional yang diterbitkan pada 
tahun 2018 juga melaporkan perokok yang

2 Penghitungan berdasarkan World Development Indicators World Bank. Perkiraan PDB 2015 untuk Indonesia = IDR11 526 triliun 

termasuk golongan pendapatan 20% terendah 
berjumlah dua kali lipat dibandingkan golongan 
pendapatan tertinggi di Indonesia. Karena kemungkinan 
merokok yang lebih tinggi, penggunaan 
tembakau membuat kelompok miskin lebih rentan 
saat harus menghadapi konsekuensi keuangan yang 
buruk akibat pengobatan terkait tembakau dan cuti 
sakit [25].  

Penggunaan tembakau 
memperburuk kemiskinan dan 
kesenjangan pendapatan lintas 
generasi
Kelompok miskin tidak hanya mengonsumsi lebih 
banyak tembakau, tetapi penggunaan tembakau 
memperburuk kemiskinan karena berdampak paling 
besar pada kelompok berpendapatan rendah.15 
Kelompok miskin menanggung sebagian besar beban 
penyakit dan kematian terkait tembakau karena 
kurangnya sumber daya untuk mendapatkan pelayanan 
kesehatan saat sakit. Penggunaan tembakau juga 
meningkatkan kesenjangan kesehatan dan pendapatan 
di antara kelompok miskin di dalam masyarakat. 
Biaya medis terkait perawatan penyakit terkait 
tembakau seperti penyakit jantung dan kanker 
membuat banyak keluarga jatuh miskin [26,27]. 
Kematian prematur pencari nafkah memberikan 
konsekuensi jangka panjang untuk seluruh keluarga, 
terutama anak-anak.  Dengan digunakannya sumber 
keuangan untuk mengobati penyakit-penyakit kronis, 
dampak jatuh miskin memengaruhi kualitas hidup 
dan produktivitas lintas generasi.

V. Beban ekonomi konsumsi tembakau
sangat besar

untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
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VI. Kontribusi tembakau untuk ekonomi
melalui sektor industri, pertanian, 
dan tenaga kerja dilebih-lebihkan

Kesempatan kerja di sektor 
tembakau terus menurun akibat 
mekanisasi dan perubahan 
permintaan pasar
Tembakau seringkali disalahpahami sebagai sesuatu 
yang penting bagi perekonomian Indonesia karena 
menyediakan lapangan kerja dan berkontribusi pada 
PDB. Namun, dampak kesehatan dan ekonomi dari 
konsumsi tembakau lebih berat ketimbang kontribusi 
keseluruhan bisnis tembakau. 
Bisnis tembakau di Indonesia umumnya menyediakan 
lapangan pekerjaan yang upahnya rendah. Karena para 
pekerjanya berasal dari kalangan masyarakat miskin, 
industri tembakau menggunakan statusnya untuk 
memikat pemerintah untuk menciptakan sistem cukai 
yang kompleks dengan mengatasnamakan 
perlindungan bagi pekerja dan meminta cukai yang lebih 
rendah demi melindungi mata pencaharian para pekerja 
tersebut. Namun, pangsa pasar di Indonesia dengan 
sendirinya membantah klaim-klaim ini. Pangsa pasar 
rokok ini didominasi sigaret kretek mesin, yang 
mengindikasi meningkatnya mekanisasi serta perubahan 
permintaan pasar. Perusahaan-perusahaan tembakau 
lebih banyak berinvestasi untuk mekanisasi 
dibandingkan tenaga kerjanya. Penyusutan pangsa 
pasar sigaret kretek tangan berarti penurunan 
kebutuhan tenaga kerja di tahun-tahun mendatang. 

Lapangan kerja manufaktur 
tembakau sangat kecil dalam 
konteks ekonomi Indonesia
Sejak tahun 2000, peran lapangan kerja manufaktur 
tembakau mengalami penurunan yang signifikan [28]. 
Sektor tembakau saat ini di Indonesia memberikan 5,3% 
kesempatan kerja di dalam sektor manufaktur, yaitu 
0,6% total tenaga kerja nasional. Jumlah ini lebih kecil 
dibandingkan sektor-sektor manufaktur kunci lainnya, 
seperti makanan (27,4%) dan industri tekstil (7,9%). 
Selain itu, produktivitas pekerja tembakau juga rendah 
jika dibandingkan dengan produktivitas pekerja di 
sektor-sektor sebanding lain [29].

Pelinting kretek merupakan bagian 
kecil pasar tenaga kerja
Jumlah sigaret kretek tangan hanyalah seperlima dari 
total manufaktur kretek, di mana 93% tenaga kerja 
kretek terserap [30]. Terdapat sekitar 0,3 juta pekerja 
kretek di Indonesia pada tahun 2014 [31]. Sektor 
ini merupakan sektor yang kecil dan terus menyusut 
dalam industri tembakau. Keluarga para pelinting

kretek tidak sepenuhnya bergantung pada pendapatan 
dari melinting kretek. Sebuah survei tahun 2018 yang 
melibatkan 720 keluarga beranggotakan pekerja kretek 
dari dua kabupaten produsen kretek besar, Kudus dan 
Malang, menunjukkan bahwa meskipun melinting 
kretek adalah pekerjaan utama hampir 50% pekerja, 
keluarga yang bergantung hanya pada pelintingan 
kretek sebagai pekerjaan utama hanyalah 2% [30].
Sekitar dua-pertiga pekerja kretek tidak memiliki 
kontrak kerja tertulis. Hal ini menjadi masalah karena 
sebagian besar pekerja kretek adalah perempuan. 
Perempuan-perempuan ini seringkali berpendidikan 
rendah dan berpendapatan harian rata-rata Rp40 000 
per hari. Sekitar 61% keluarga kretek mendapatkan 
bentuk jaminan sosial tertentu dari pemerintah, sebagai 
subsidi untuk industri pelintingan kretek [30]. 

Petani tembakau merupakan 
proporsi kecil dari keseluruhan 
tenaga kerja
Di Indonesia, pertanian tembakau sebagian besar 
berada di Jawa Timur dan Tengah. Pertanian 
tembakau menggunakan hanya 0,37% total tanah 
pertanian di Indonesia, sedangkan petaninya 
berjumlah 1,6% tenaga kerja dalam bidang 
pertanian [32,33]. Sebuah survei yang dilakukan 
oleh World Bank pada tahun 2017 memvalidasi 
bahwa sebagian besar petani tidak sepenuhnya 
bergantung pada pasar tembakau sebagai sumber 
pendapatan. Bagi sekitar tiga perempat keluarga 
petani tembakau, kurang dari setengah 
pendapatan mereka didapatkan dari tembakau, 
sedangkan bagi 25% keluarga petani tembakau, 
ketergantungan pada tembakau bersifat terbatas [34].

Sebagian besar petani tembakau di 
Indonesia miskin dan kemungkinan 
akan tetap miskin
Penelitian baru menunjukkan bahwa bagi petani 
tembakau, pertanian tembakau bukanlah suatu usaha 
yang menguntungkan. Pandangan ini sebagian 
dikarenakan pertanian tembakau sangat bergantung 
pada faktor-faktor yang sulit diprediksi (seperti cuaca), 
tetapi terutama juga karena pertanian tembakau 
memaksa pekerjanya untuk bergantung pada industri 
tembakau, yang menetapkan harga dan jumlah daun 
tembakau yang akan dibeli setiap tahunnya [35,36]. 
World Bank menilai bahwa banyak petani tembakau 
yang keuntungan brutonya (pendapatan setelah 
dikurangi ongkos langsung) kecil dan mereka seringkali
rentan mengalami kerugian jika biaya tenaga kerja
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pendek, tetapi salah satu tantangan yang dihadapi 
oleh petani lokal adalah pilihan industri tembakau 
untuk menggunakan daun tembakau impor. 

Pendapatan petani cengkeh tidak 
bergantung penuh pada cengkeh 
Tanaman cengkeh ditanam di atas sekitar 500.000 
hektar lahan Indonesia. 90% hasil panen cengkeh lokal 
diserap oleh tembakau, tetapi pertanian cengkeh hanya 
menjadi sebagian pemasukan rumah tangga [39]. 
Cengkeh menjadi sumber lebih dari 50% pendapatan 
rumah tangga bagi seperempat petani saja, sedangkan 
bagi lebih dari setengah petani cengkeh hanya 
menghasilkan kurang dari 20% pendapatan rumah 
tangga mereka. Penelitian juga mengindikasikan 
bahwa keluarga petani cengkeh lebih miskin daripada 
rata-rata keluarga Indonesia. Para petani cengkeh 
dapat didorong untuk mempertimbangkan alternatif-
alternatif yang lebih menguntungkan dan 
menjanjikan [40].

keluarga diperhitungkan, meskipun jumlahnya kecil 
sekalipun [34]. Selain itu, sifat global dari pasar daun 
tembakau dan dihilangkannya hambatan perdagangan 
internasional membuat petani Indonesia berkompetisi 
dengan petani dari negara-negara lain, yang seringkali 
memiliki tanah dan/atau biaya tenaga kerja yang lebih 
murah, dan/atau produktivitas yang lebih tinggi [36]. 
Alhasil, petani tembakau tetap miskin; lebih dari dua 
pertiga petani tembakau dan sepertiga petani cengkeh 
masuk ke dalam kategori miskin pada tahun 2017 [34]. 
Kemiskinan di antara para petani ini juga mengharuskan 
mereka untuk bergantung pada dukungan keluarga, 
yang mendorong anak-anak bekerja—seringkali pada 
jam sekolah [37]. Keamanan pangan juga menjadi 
permasalahan yang banyak dialami. Lebih dari 60% 
petani melaporkan pernah mengalami kekurangan 
pangan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya setiap 
tahunnya [34]. 
Sebagian besar keluarga petani tembakau menerima 
bantuan kesejahteraan sosial, yang berarti pemerintah 
dan para pembayar pajak memberikan subsidi untuk 
produksi daun tembakau. Selain itu, banyak petani 
tembakau menderita gejala-gejala green tobacco 
sickness, yang merupakan keracunan akut akibat 
terserapnya nikotin ke dalam tubuh saat mengolah 
daun tembakau [34]. Hal ini mendorong beberapa 
pemerintah daerah untuk mengeluarkan keputusan 
untuk lebih memprioritaskan tanaman pertanian lain 
daripada tembakau [36]. 

Petani beralih ke tanaman lain 
untuk mendapatkan keuntungan 
lebih
Semakin banyak petani tembakau beralih ke tanaman 
alternatif dan mata pencaharian lain yang lebih 
menguntungkan [35]. Petani Indonesia seringkali bertani 
di tanah yang subur dengan kondisi iklim yang 
baik sehingga ada banyak alternatif lain selain 
bercocok tanam tembakau [34]. Mantan petani 
tembakau biasanya beralih ke tanaman biji-bijian, sayur, 
buah, dan tanaman lain, yang jauh lebih 
menguntungkan daripada tembakau. Di Kabupaten 
Malang, petani tembakau beralih ke tanaman-
tanaman prioritas setempat seperti padi, jagung, 
kedelai, bawang merah, dan cabai [36]. Pendapatan 
tahunan bekas petani tembakau meningkat sebesar 
69% setelah beralih ke tanaman-tanaman lain  [38].

Industri tembakau lebih memilih 
daun tembakau impor dan petani 
tembakau terkena dampaknya
Karena industri tembakau semakin bergantung pada 
daun tembakau impor dan pendapatan petani menurun, 
dan dengan menurunnya pendapatan, petani bersedia 
untuk beralih ke kegiatan ekonomi lain. Penurunan 
penggunaan tembakau akan terjadi secara perlahan 
dalam jangka panjang dan tidak akan secara 
langsung berdampak pada petani dalam jangka
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VII. Menaikkan cukai dan menyederhanakan
struktur cukai hasil tembakau cara
paling efektif mengurangi penggunaan
tembakau dan memperbaiki kesehatan

meningkatkan kesehatan dan taraf hidup keluarga-
keluarga.

Sistem cukai Indonesia yang 
kompleks dapat disederhanakan 
untuk mendapatkan manfaat fiskal 
dan kesehatan masyarakat
Analisis atas sistem cukai Indonesia saat ini sangat 
menyarankan agar sistem cukai direstrukturisasi guna 
mendapatkan manfaat fiskal dan kesehatan. Kenaikan 
cukai berkala dan simplifikasi struktur cukai akan 
mengurangi kerumitan administrasi, meningkatkan 
penghasilan pendapatan, dan mengurangi prevalensi 
merokok serta menghemat biaya pelayanan kesehatan 
[43]. 
Harga produk-produk tembakau di Indonesia masih 
rendah meskipun setiap tahunnya harga dinaikkan 
sebesar 10% dalam beberapa tahun terakhir. Langkah 
ini belum mendukung penurunan konsumsi rokok. 
Simulasi untuk periode 2019–2022 menunjukkan 
bahwa opsi kebijakan menaikkan cukai setiap tahunnya 
sebesar 25% sambil memastikan penyederhanaan 
sistem cukai akan menjadi opsi yang lebih baik 
dibandingkan hanya menaikkan harga sebesar 10% 
setiap tahunnya. Tarif cukai yang lebih tinggi tidak 
hanya akan mengurangi jumlah perokok dan 
menghindarkan jutaan kematian hingga tahun 2022, 
tetapi juga memberikan tiga kali lipat pendapatan 
tambahan sebesar Rp102,8 triliun hingga tahun 2022 
(Gbr. 8) [44]. 

Perbandingan kenaikan cukai 10% dan 25% dengan pengurangan menjadi lima layer

Cara yang paling hemat biaya dan berdampak untuk 
mengurangi beban kesehatan dan ekonomi 
penggunaan tembakau adalah menerapkan kebijakan 
cukai hasil tembakau berbasis bukti. Cukai hasil 
tembakau yang tinggi dan menyebabkan kenaikan 
harga membuat produk tembakau lebih tidak 
terjangkau, yang kemudian akan mengurangi 
prevalensi merokok di semua segmen masyarakat [41]. 
Karena segmen anak dan remaja serta segmen 
berpendapatan rendah lebih sensitif terhadap harga, 
cukai yang lebih tinggi lebih berdampak pada 
pengurangan konsumsi di kelompok ini dibandingkan 
perokok berpendapatan tinggi. Karena itu, kenaikan 
cukai hasil tembakau adalah kebijakan cukai progresif 
yang juga mendukung pembangunan sumber daya 
manusia masa depan.
Menurut perkiraan, kenaikan harga rokok sebesar 10% 
melalui cukai kemungkinan akan menurunkan konsumsi 
rokok keseluruhan sebesar 3–6% [42]. Penggunaan 
tembakau akan menurun di semua kelompok umur, 
tetapi pengaruh terbesar kenaikan harga akan 
dirasakan oleh anak-anak dan remaja dan orang-orang 
berpendapatan rendah, karena segmen-segmen ini 
lebih sensitif terhadap harga, sehingga kemungkinan 
juga mengurangi konsumsi rokok. Selain itu, cukai yang 
lebih tinggi juga akan membuat rokok semakin tidak 
terjangkau, mencegah penggunaan tembakau oleh 
kelompok masyarakat miskin, serta mendorong 
kelompok ini untuk berhenti merokok. Penghematan 
dari tembakau akan digunakan untuk makanan dan 
barang rumah tangga lain, sehingga dapat

GAMBAR 8

Penurunan jumlah 
perokok di 
Indonesia

Kematian
prematur
terhindarkan 

Pemasukan cukai 
tambahan dari 
2019 sampai 2022

Pemasukan 
cukai total 
tahun 2022

Menaikkan cukai sebesar 
10–11% per tahun dengan 
5 layer cukai pada tahun 
2022.

Berkurang 2,4 juta 
perokok

IDR39,5 triliun IDR191,4 
triliun

Menaikkan cukai sebesar 
25% per tahun dengan
5 layer cukai pada tahun 
2022.

Berkurang 4,8 juta 
perokok

IDR102,8 triliun IDR254,8 
triliun

Sumber: WHO internal simulations [44]

>0.5 juta
kematian
prematur
terhindarkan

>1 juta
kematian
prematur
terhindarkan
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Harga rokok yang lebih tinggi akan 
menurunkan pengeluaran kesehatan 
yang katastropik, terutama pada 
kelompok miskin
Berbagai simulasi juga menunjukkan manfaat jangka 
panjang dari kenaikan cukai dalam mengurangi 
pengeluaran kesehatan. Gambar 9 menunjukkan 
dampak pada pengurangan  kesehatan yang 
katastropik  jika harga pasarrokok dinaikkan sebesar 
50%. Masyarakat miskin Indonesia akan menjadi 
penerima manfaat terbesar, karena lebih dari 0,6 juta 
laki-laki di kuintil pendapatan terendah akan terhindar 
dari pengeluaran kesehatan yang katastropik dan 
sekitar 0,6 juta lainnya akan keluar dari kemiskinan 
ekstrem  [25].

Kenaikan cukai yang tinggi tidak 
akan mengurangi pemasukan
Industri tembakau berpendapat bahwa kenaikan 
cukai yang tinggi akan mengurangi pemasukan karena 
penurunan konsumsi dalam jumlah besar. 
Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, 
permintaan produk tembakau tidak sensitif 
terhadap kenaikan harga karena kecanduan 
penggunaan tembakau. Karena itu, seiring naiknya 
harga karena kenaikan cukai, penggunaan 
tembakau akan menurun tetapi dengan proporsi 
yang lebih kecil sehingga pemasukan pemerintah 
meningkat. Fenomena ini sudah disaksikan di seluruh 
dunia, bahkan di negara-negara di mana harga 
dan cukai sudah tinggi dan di mana prevalensi 
penggunaan tembakau sedang menurun [41].

Pencegahan pengeluaran kesehatan yang katastropik dan kemiskinan setelah harga rokok 
dinaikkan sebesar 50% di Indonesia (dalam juta)

Cukai dan harga rokok yang 
lebih tinggi akan menurunkan biaya
pelayanan kesehatan
Terdapat hubungan langsung antara cukai hasil 
tembakau yang lebih tinggi dengan beban biaya 
pelayanan kesehatan . Sebuah penelitian World Bank 
memperkirakan beban biaya pelayanan kesehatan di 
Indonesia akan berkurang mengikuti kenaikan cukai 
yang mendorong perubahan perilaku berbelanja. 
Penghematan ini akan paling tinggi dinikmati oleh 
keluarga-keluarga di kelompok pendapatan terendah. 
Kelompok pendapatan rendah juga akan mengalami 
kenaikan pendapatan terbesar karena kenaikan 
produktivitas setelah berhenti menggunakan tembakau 
[45].

GAMBAR 9

Sumber: Global Tobacco Economics Consortium [25] 

Hanya kenaikan cukai hasil 
tembakau yang tinggi dan berulang 
yang akan memberikan manfaat 
kesehatan masyarakat
Meskipun kenaikan cukai dalam jumlah berapa pun 
akan bermanfaat, hanya kenaikan cukai hasil tembakau 
yang tinggi dan berulang yang akan membuat produk-
produk tembakau lebih tidak terjangkau dan 
menghalangi pembelian produk tembakau dalam 
jangka panjang. Sebuah penelitian baru menunjukkan 
bahwa sepertiga perokok Indonesia akan mau berhenti 
jika harga rokok meningkat sebesar 100%. Di sisi lain, 
kenaikan harga rokok sebesar 50% hanya akan 
memotivasi 12% perokok untuk berhenti merokok [46].
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Untuk Indonesia, selama 2018, pemasukan dari cukai 
meningkat lebih tinggi dari yang diperkirakan, dari 
Rp147,7 triliun menjadi Rp152,9 triliun setelah kenaikan 
tarif cukai sebesar 10,4% meski produksi rokok menurun 
sebesar 1,17% [47].

Pemasukan dari cukai hasil 
tembakau yang lebih tinggi dapat 
membiayai perluasan layanan 
kesehatan dan program-program 
pelatihan untuk petani dan pekerja 
industri tembakau
Kebijakan cukai hasil tembakau yang mendukung 
kesehatan, meningkatkan tarif cukai, dan mengadopsi 
penyederhanaan struktur cukai akan menyelamatkan 
nyawa, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan 
sumber daya domestik suatu negara untuk mendanai 
pembangunan manusianya [41]. Sebagai contoh, 
tambahan pemasukan dapat digunakan untuk 
mengalokasikan lebih banyak sumber daya kepada 
bidang kesehatan, meningkatkan kinerja sistem 
kesehatan, dan menurunkan beban Jaminan Kesehatan 
Nasional. Pemasukan  tambahan dari cukai juga dapat 
membiayai program-program untuk membantu petani 
tembakau dan pekerja kretek untuk beralih ke pekerjaan 
lain yang lebih aman dan menguntungkan.

Cukai hasil tembakau yang lebih 
tinggi memberikan manfaat 
langsung dan tidak langsung untuk 
semua golongan ekonomi di 
masyarakat 
Bukti dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, 
menunjukkan bahwa cukai hasil tembakau yang lebih 
tinggi adalah kebijakan “pro-miskin”, sehingga 
membatalkan klaim-klaim industri bahwa cukai yang 
lebih tinggi akan merugikan masyarakat miskin [48,49]. 
Alasannya adalah keluarga-keluarga miskin lebih 
responsif terhadap perubahan harga [42]. Selain itu, 
pendekatan komprehensif yang memberikan manfaat 
melalui menurunnya pengeluaran untuk pelayanan 
kesehatan dan meningkatnya produktivitas membantu 
kondisi hidup masyarakat miskin, terutama kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah [45,50].

Restrukturisasi cukai hasil tembakau 
di Indonesia akan memperbaiki 
administrasi cukai dan 
meningkatkan pemasukan
Semua jenis rokok berbahaya dan harus 
dikenakan cukai yang seragam
Penelitian empiris di seluruh dunia memastikan dengan 
jelas bahwa setiap jenis rokok, termasuk kretek, 
menyebabkan kerugian dan tidak ada batas merokok 
yang aman [28,51]. 
Praktik terbaik internasional terkait pengenaan cukai 
hasil tembakau menganjurkan sistem cukai spesifik satu 
layer atas semua jenis produk tembakau (disesuaikan 

secara berkala dengan inflasi dan pertumbuhan 
pendapatan). Administrasi sistem seperti ini lebih 
mudah dijalankan, dan sistem ini mengurangi 
kesempatan penghindaran cukai dan menurunkan 
motivasi konsumen untuk mencari alternatif yang lebih 
terjangkau tanpa berhenti menggunakan tembakau. 
Sistem cukai berlapis atas produk-produk tembakau 
yang saat ini diterapkan di Indonesia tidak mendukung 
tujuan-tujuan ekonomi maupun kesehatan masyarakat, 
karena semua rokok itu berbahaya, baik yang dilinting 
tangan atau dibuat dengan mesin, terlepas dari tempat 
pembuatan dan harganya. Karena itu, semua jenis 
rokok harus diberi cukai yang seragam [52]. Pada 
dekade terakhir, Pemerintah Indonesia mengadopsi 
beberapa skema untuk menyederhanakan struktur 
cukai hasil tembakau. Pemerintah mengganti sistem ad 
valorem (pungutan berdasarkan nilai) menjadi sistem 
campuran pada tahun 2007 dengan menerapkan cukai 
ad valorem dan spesifik per batang. Sistem cukai 
spesifik yang terdiri dari banyak layer yang ada saat ini 
dimulai pada tahun 2009 dengan 19 layer [53]. Antara 
tahun 2009 dan 2015, jumlah layer cukai berkurang 
dari 19 menjadi 12 dan peta jalan baru 2018–2021 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 
2017 yang menargetkan penyederhanaan struktur 
cukai menjadi lima layer. Namun, rencana ini dibatalkan 
pada tahun 2018.

Kenaikan cukai hasil tembakau 
tidak mendorong perdagangan 
ilegal produk tembakau
Tantangan perdagangan ilegal seringkali digunakan 
sebagai salah satu argumen utama melawan kenaikan 
cukai yang tinggi. Penelitian yang dijalankan di 
berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan 
bahwa negara mampu secara efektif menaikkan cukai 
dan pada saat yang bersamaan memastikan 
penegakan dan langkah-langkah administrasi cukai 
yang efektif [23]. Administrasi cukai yang baik untuk

Menaikkan Cukai dan Harga Produk Tembakau



18

Kenaikan cukai tahun 2020 adalah 
langkah di jalur yang tepat
Peraturan Menteri Keuangan yang disahkan pada bulan 
Oktober 2019 (Nomor 152/PMK.010 /2019) 
menetapkan preseden baru kenaikan cukai hasil 
tembakau dan harga yang efektif. Peraturan menteri ini 
menaikkan cukai produk tembakau sebesar rata-rata 
24% dengan kenaikan harga minimum sebesar 35%. Ini 
merupakan terobosan dan diharapkan menurunkan 
konsumsi serta meningkatkan pemasukan. Namun, 
untuk kenaikan cukai di masa mendatang, perlu 
dilakukan simplifikasi layer serta peninjauan Undang-
Undang Cukai untuk memastikan keberlanjutan dan 
efektivitas pendekatan kesehatan masyarakat sambil 
tetap mendapatkan manfaat peningkatan pemasukan 
pada tahun-tahun mendatang.

Perkiraan pangsa pasar rokok ilegal di Indonesia (2010–2018)

mencegah perdagangan ilegal, yang diikuti dengan 
kebijakan kenaikan untuk menghentikan kebiasaan 
yang tidak sehat merupakan tanggapan yang tepat 
secara ekonomi untuk mempromosikan gaya hidup 
sehat. Indonesia merupakan contoh yang baik sebagai 
negara dengan administrasi cukai yang kuat dan telah 
mengimplementasikan langkah-langkah penegakan 
yang efektif.
Saat ini, Indonesia menggunakan pita cukai sebagai 
penanda fiskal untuk produk tembakau buatan domestik 
maupun impor. Pita-pita ini dilengkapi beberapa fitur 
keamanan untuk mencegah pemalsuan. Sebagai bagian 
Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai, 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerapkan 
Program Penertiban Impor Berisiko Tinggi pada tahun 
2016. Operasi penegakan yang dilakukan oleh kantor-

GAMBAR 10

kantor regional serta pusat DJBC dan didukung oleh 
kepolisian dan TNI berfokus pada fasilitas-fasilitas dan 
kanal-kanal distribusi rokok ilegal [54].
Langkah administrasi dan penegakan cukai di 
Indonesia ini berhasil mengurangi pangsa pasar rokok 
ilegal sebesar setengahnya, dari sekitar 14% pada 
tahun 2016 menjadi 7% pada tahun 2018 (Gbr. 10) 
[54]. Selama periode yang sama, pemerintah 
melakukan peningkatan cukai hasil tembakau setiap 
tahunnya yang lebih tinggi dibandingkan inflasi. Hal ini 
menjadi bukti lebih jauh bahwa kenaikan cukai hasil 
tembakau tidak selalu menjadi faktor yang signifikan 
dalam perdagangan produk tembakau ilegal. Langkah-
langkah administrasi dan cukai yang komprehensif dan 
sinergis adalah kunci mengendalikan perdagangan 
gelap produk-produk tembakau  [54].

Sumber: Ahsan [54] 

Undang-Undang cukai membatasi 
kenaikan cukai hasil tembakau 
yang signifikan 
Agar tercipta kenaikan cukai yang efektif dalam jangka 
panjang di Indonesia, batas maksimal 57% yang 
berlaku saat ini perlu dihapuskan. Langkah ini 
berkebalikan dengan kebijakan cukai di negara-negara 
lain. Negara tidak menetapkan batas maksimal cukai, 
melainkan memberlakukan batas minimal untuk 
menjamin minimum pemasukan dari cukai (seperti 
negara-negara Uni Eropa; banyak negara 
berpendapatan menengah seperti Turki dan Thailand) 
[19]. Ketentuan-ketentuan tersebut memungkinkan 
Kementerian Keuangan untuk menaikkan cukai sebesar 
dan sesering mungkin sesuai kebutuhan nasional. 
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Kesimpulan dan 
Rekomendasi

Tingginya konsumsi tembakau berdampak pada 
populasi dan ekonomi Indonesia. Berbeda dengan tren 
penurunan penggunaan tembakau di seluruh dunia, 
tingkat merokok di Indonesia tetap tinggi, terutama di 
antara orang dewasa laki-laki. Ada tren kenaikan 
penggunaan tembakau pada anak dan remaja, dan hal 
ini membahayakan sumber daya manusia masa depan. 
Kebijakan pengendalian tembakau yang ada saat ini di 
Indonesia tidak sesuai dengan prioritas pemerintah 
khususnya rencana pembangunan sumber daya 
manusia. Jika praktik terbaik pengendalian tembakau, 
terutama dalam pengenaan cukai hasil tembakau 
dilakukan, penggunaan tembakau di negara ini akan 
menurun. Hal ini akan meningkatkan kesehatan 
generasi saat ini serta masa depan secara keseluruhan, 
meningkatkan produktivitas kerja, menarik penanaman 
modal asing langsung (sehingga menciptakan lebih 
banyak lagi alternatif ekonomi bagi petani dan pekerja 
tembakau), dan menghasilkan sumber daya tambahan 
untuk program yang penting seperti cakupan 
kesehatan semesta. Karena itu, penurunan 
penggunaan tembakau akan meningkatkan kesehatan 
masyarakat, menurunkan beban pelayanan kesehatan, 
meningkatkan produktivitas masyarakat, memberi 
sumbangsih pada pembangunan sumber daya 
manusia (terutama generasi muda) dan memungkinkan 
Indonesia mendapat manfaat penuh dari demografinya 
sebagaimana diisyaratkan dalam Kajian Sektor 
Kesehatan 2018 nasional [55]. 
Ketergantungan Indonesia pada industri tembakau 
perlu ditinjau secara rasional karena sektor ini hanya

mendukung sebagian kecil tenaga kerja Indonesia. 
Menyesuaikan ketergantungan ini akan memungkinkan 
dana yang sekarang ini dihabiskan untuk tembakau 
digunakan untuk produk/layanan lain, sehingga 
menggenjot pertumbuhan ekonomi dan pembukaan 
lapangan kerja di sektor-sektor ekonomi kompetitif 
lainnya. Dengan demikian, akan tercipta tenaga kerja 
yang lebih sehat dan iklim investasi yang lebih cerah di 
Indonesia.
Secara global, industri tembakau semakin menyusut 
karena prevalensi merokok yang menurun [19,56]. 
Menciptakan persaingan usaha yang sehat sebagai 
bentuk perlindungan semu bagi industri tembakau 
dalam bentuk perlakuan cukai yang menguntungkan 
hanya akan menghambat persaingan usaha dan 
memperlambat langkah pembangunan sumber daya 
manusia. Hal tersebut berlawanan dengan prinsip-
prinsip ekonomi pasar karena dengan semu mengikat 
pekerja pada sektor tembakau dan tidak memelihara 
suatu lingkungan yang membantu para pekerja 
tersebut beralih ke pekerjaan yang lebih berkelanjutan 
dan menyejahterakan. Sebagian besar negara tidak 
mendukung usaha tembakau skala kecil, dan negara-
negara yang dulu mendukung usaha tersebut, seperti 
Brazil dan Filipina, telah menghentikan program-
program tersebut karena terbukti tidak efektif [57].
Jika praktik terbaik pengendalian tembakau dan 
khususnya cukai hasil tembakau dilakukan, 
penggunaan tembakau di negara ini akan menurun. 
Indonesia juga akan mendapatkan sumber daya 
tambahan yang dapat mendukung inisiatif-inisiatif
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• Indonesia perlu mempertimbangkan pengendalian 
tembakau sebagai prioritas kesehatan masyarakat 
lintas sektor untuk menyelamatkan generasi-
generasi masa depan Indonesia dari PTM  dan untuk 
mencapai pembangunan sumber daya manusia 
yang efektif.

• Pengendalian tembakau yang efektif memerlukan 
pendekatan pemerintah yang komprehensif. 
Meskipun dibutuhkan berbagai tindakan dari 
berbagai sektor, kenaikan cukai hasil tembakau 
adalah salah satu langkah paling efektif dan terbukti 
untuk mencegah penggunaan tembakau.

• Dengan rendahnya harga produk-produk tembakau 
di Indonesia, kenaikan cukai hasil tembakau yang 
tinggi secara berkala, sebesar minimal 25% setiap 
tahunnya, akan secara signifikan meningkatkan 
pemasukan cukai dan membuat produk-produk 
tembakau semakin tidak terjangkau untuk 
mengurangi penggunaan tembakau, terutama di 
antara generasi muda.

• Menyederhanakan struktur cukai dengan cara 
menerapkan cukai yang sama pada semua produk 
tembakau akan meningkatkan efisiensi administratif 
pengumpulan cukai serta efektivitas cukai hasil 
tembakau sebagai langkah kesehatan masyarakat. 
Langkah Pemerintah Indonesia mengadopsi peta 
jalan simplifikasi cukai selama 5 tahun mendatang, 
pada tahun 2017, merupakan langkah yang tepat.  
Peta jalan ini harus kembali diberlakukan untuk 
mencapai tujuan jangka panjang mengurangi layer 
menjadi dua: satu layer untuk sigaret kretek mesin 
dan satu layer lagi untuk sigaret kretek tangan. 

• Reformasi cukai lainnya perlu dilakukan, termasuk 
penghapusan batas maksimal cukai 57% agar 
kenaikan berkala cukai hasil tembakau dapat berjalan 
efektif.

• Ekstensifikasi cukai perlu dilakukan sehingga 
mencakup produk-produk lain yang dapat dikenakan 
cukai untuk mengurangi ketergantungan pada 
pemasukan dari cukai hasil tembakau.

• Untuk mendapatkan dukungan politik atas langkah-
langkah ini, disarankan agar mekanisme yang sudah 
ada digunakan untuk mendistribusikan ulang cukai 
hasil tembakau (2% dana bagi hasil  cukai hasil 
tembakau  dan 10% pajak rokok daearah) di mana 
pemasukan tersebut digunakan untuk membantu 
para petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja 
industri beralih ke tanaman/profesi lain.

• Peningkatan pemasukan yang substansial dapat 
dicapai dengan langkah-langkah reformasi cukai di 
atas yang dapat memfasilitasi investasi yang tepat 
guna meningkatkan cakupan kesehatan semesta 
serta kehidupan para petani dan pekerja.

• Kebijakan-kebijakan fiskal terkait tembakau di atas 
harus dilengkapi dengan langkah-langkah non-
fiskal seperti penerapan kebijakan kawasan tanpa 
rokok 100%, larangan iklan, promosi, dan sponsor 
rokok, dan peringatan kesehatan bergambar yang 
berukuran lebih besar untuk mengurangi 
penerimaan masyarakat atas perilaku merokok agar 
penggunaan tembakau dapat dikurangi lebih 
signifikan.

• Perlu dilakukan pemantauan terhadap dampak 
reformasi-reformasi ini pada penurunan prevalensi 
rokok, peningkatan kesehatan manusia, dan 
pembangunan manusia. 

Anjuran-anjuran Utama

penting seperti JKN serta lebih banyak lagi alternatif 
ekonomi bagi petani dan pekerja tembakau. Lebih 
lanjut, tenaga kerja yang lebih sehat akan memberikan 
produktivitas kerja yang lebih tinggi, yang akan menarik 
penanaman modal asing sehingga semakin mendukung

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mengambil 
jalur ini, Pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan 
kesehatan dan kesejahteraan rakyatnya di atas 
kepentingan sektor tembakau yang terus menyusut.

untuk Indonesia Sehat dan Sejahtera
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